PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116/ Fax. (0482) 21069-22450 Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3%%» TAHUN 2020

TENTANG

ALUR MEKANISME LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam
menerima informasi mengenai pelayanan pengaduan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai, maka perlu adanya alur
mekanisme layanan pengaduan yang terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
tentang Alur Mekanisme Layanan Pengaduan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I[I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesai Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1966);
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

Keputusan Bupati Sinjai Nomor 608 Tahun 2020
tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sinjai.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan Alur Mekanisme Layanan Pengaduan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini;

Alur Mekanisme Layanan Pengaduan sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kesatu, bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pengurusan
pengaduan atas pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sinjai;

2. Sebagai prosedur bagi petugas dalam menerima dan
menindaklanjuti atas permohonan pengaduan;

3. Sebagai sarana informasi bilamana masyarakat merasa
tidak puas dengan layanan terhadap pelaksanaan

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal 2c geveTVS 2020

CBBALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
¥ ANAN TERPADU SATU PINTU
AREIN SINJAI
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Tembusan disampaikan Kepada Yth :

. Bupati Sinjai (sebagai laporan)
. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;

. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sinjai, dan

. Arsip

1
2
3
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
5
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR %% TAHUN 2020

TENTANG ALUR MEKANISME LAYANAN PENGADUAN TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

ALUR MEKANISME LAYANAN PENGADUAN TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

D
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Pemohon yang akan mengajukan pengaduan
dapat dilakukan dengan cara :
1. Pengaduan Langsung
e Datang langsung ke Kantor DPMPTSP
dengan mengisi format pengaduan dan
konsultasi dengan petugas
e Melalui surat yang ditujukan kepada
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sinjai
® Kotak Pengaduan
2. Pengaduan Tidak Langsung
e Melalui telephon, whatsapp dan SMS ke

Nomor 081141513434 dan (0482)
21069/22450

e Faxmile : (0482) 22450/ 21069

e Emai:

s Website:
http:www.dpmptsp.sinjaikab.go.id

* Facebook : Dinas Pmptsp Sinjai

* |G : dpmptspsinjai

LOKET INFORMASI

LOKET PENGADUAN

—

LOKET PENYERAHAN

Petugas memberikan informasi
tentang tata cara pengaduan

\

ﬁ Petugas menerima berkas pengaduan
JANGKA WAKTU /
LAYANAN PENGADUAN )

2 HARI KERJA /

pemohon pengaduan melalui loket penyerahan

]

BAGIAN PROSES

g Hasil jawaban pengaduan diserahkan kepada

.

e

ﬁ PELAYANAN PE

ﬂ BIDANG PENYELENGGARAAN /‘

B m\ Jawaban BAP diproses _

RIZINAN ;

Petugas memproses pengaduan dengan
melakukan rapat dengan tim teknis/ OPD
terkait (Dilakukan peninjauan lokasi bilamana

diperlukan)

\\\\\:\'.ﬂix}f.

e ———

Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara
Pengaduan dan langsung ditandatangani

L AEE AS PENANAMAN MODAL DAN
~EPELAYINRATERPADU SATU PINTU



